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ABSTRAK

Penelitian ini melatar belakangi pada praktik jual beli tempo yang
terlambat membayar pada toko hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung.
Praktik ini dilakukan dengan menjaminkan kepercayaan saja diantara kedua belah
pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Awal transaksi ini dilakukan
pengenalan baik antara penjual dan pembeli bertukar informasi baik alamat rumah
serta data diri pembeli yang akan melakukan jual beli tempo tersebut.
Keterlambatan pembayaran ini dilakukan oleh pihak pembeli, padahal
kesepakatan atau perjanjian awal telah dilakukan dalam menentukan harga barang
serta lamanya waktu pembayaran barang tersebut. Hal ini yang membuat pihak
penjual merasa mengalami kerugian dikarenakan penurunan penjualan dan
menghambat perkembangan toko hijab Nonashop ini.

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah
diantaranya adalah bagaimana praktik jual beli tempo yang terlambat membayar
pada toko hijab Nonashop, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap
praktik jual beli tempo yang terlambat membayar pada toko hijab Nonashop.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktik jual beli tempo
yang terlambat membayar pada toko hijab Nonashop,dan untuk mengetahui
pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tempo yang terlambat
membayar pada toko hijab Nonashop.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research), yait
riset yang bersumber langsung di toko hijab Nonashop kecamatan Sukarame
Bandar Lampung dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan pada
lokasi penelitian;~metode wawancara (interview) yang-dilakukan dengan cara
Tanya jawab denga.responden, dan dokumentasi.yang diperoleh dari buku-buku,
dokumen atau arsip yang dapat menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan
datanya dengan teknik pemeriksaan data (editing) terhadap data yang diperoleh,
sistematis data (sistematizing) yaitu menyusun data secara sistematis berdasarkan
pokok dan sub pokok yang sesuai sehingga dapat dipahami dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan
bahwa dalam pelaksanaan praktik jual beli tempo yang terlambat membayar akad
jual beli yang dilakukan di toko hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung telah
sesuai dengan hukum Islam,akan tetapi dalam hal pemenuhan kewajiban atau
pembayaran transaksi oleh pelanggan kepada penjual mengandung unsur ingkar
janji/cedera janji atau biasa disebut dengan wanprestasi yang dilakukan oleh
pihak pembeli kepada pihak penjual yang menyebabkan keuntungan penjual
tertahan dan pengelolaan toko menjadi terhambat. Namun hal ini diperbolehkan
bilaman pihak penjual rela dan ridho, karena unsur tolong- menolong, bantu-
membantu dalam bentuk kekeluargaan yang telah terjadi dan sangat jelas
dilakukan oleh masyarakat yang telah menjadi budaya dari dulu sampai sekarang
dituangkan dalam bentuk perdagangan.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”(Q.S An-Nisa:29).

vii



PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang
rahmat dan hidayahnya. Dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah sebuah
karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk
menapaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan yang
besar, dengan bangga dan seruh kerendahan hati yanga sangat dalam, penulis
mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang : yaitu kedua orang
tua ku, Bapak Lukmansyah AB, dan Ibu Zuraidah, kakak- kakak ku Ayu Mustika,
Desi Rodiana dan M.Igbal 'sertasadikku Zulvina Syah Putri, yang selalu
membimbing dan mendoakan disetiap langkah ku selama menempuh pendidikan
hingga dapat menyelesaikan studi di UIN Raden.ntan Lampung. Sungguh tidak
dapat terbalaskan keringat yang telah kalian cucurkan, doa yang selalu kalian
panjatkan dan kasih sayang yang selal u kalian berikan demi keberhasilanku. Dan
untuk Almamaterku tercinta, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakanku dalam berfikir serta

bertindak.

viii



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rika Apriyanti, dilahirkan di Bandar Lampung pada
tanggal 11 April 2000, anak keempat dari pasangan Bapak Lukmansyah AB dan
Ibu Zuraida. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak Taruna Jaya Perumnas
Way Halim Bandar Lampung, selesai pada tahun 2006. Sekolah Dasar Negeri 2
Perumnas Way Halim Bandar Lampung, selesai pada tahun 2012, Sekolah
Menengah Pertama Negeri 21 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2015, Sekolah
Menengah Atas Al- Azhar 3 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2018 dan
mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Isam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun

Akademik 2018.

Bandar Lampung,11 Maret 2022

Penulis,

RIKA APRIYANTI
NPM.1821030099




KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga
senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para

sahabat, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman,aamiin.

Penulisan skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah jurusan
Muamalah UIN Raden Intan Lampung, judul yang penulis susun adalah
PRAKTIK JUAL BELI' TEMPO YANG TERLAMBAT MEMBAYAR
MENURUT "HUKUM ISLAM (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame

Bandar Lampung).

Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan
kali ini penulis dengan sangat bersyukur menyampaikan terima kasih yang

sebesar- besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Raden Intan Lampung Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.
Ag., Ph.D.
2. Dr. Efa Rodiah Nur,M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

Raden Intan Lampung,



3. Khoiruddin, M.S.1., selaku ketua Jurusan Muamalah Ibu Susi Nurkholidah
M.H. selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Bapak Dr. Susiadi M. Sos.l dan Bapak Badruzzaman S.Ag., M .H. | selaku
dosen pembimbing. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari’ah yang dengan ikhlas
memberikan ilmunya kepada mahasiswa khususnya pada penulis, serta Staff
dan Karyawan Fakultas Syari’ah.

5. Owner Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung Saudari Noni Hestia
Wulandari, beserta karyawan dan pembeli yang telah meluangkan waktnya

untuk diwawancarai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada
semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan
dan masi terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.
Demi perbaikan..selanjutnya, saran dan kritik yang.membangun akan penulis
terima dengan senang hati. “Akhirnya, -kepada Allah SWT, penulis serahkan
segalanya mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis

maupun bagi pembaca, khususnya dalam bidang kelslaman.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,11 Maret 2022

Penulis,

RIKA APRIYANTI
NPM.1821030099

xi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... I
ABSTRAK e reas ii
SURAT PERNYATAAN ...t iv
HALAMAN PERSETUJUAN. ... .ot Y
HALAMAN PENGESAHAN ... vi
MOTTO s vii
PERSEMBAHAN ... Vi
RIWAYAT HIDUP ... IX
KATA PENGANTAR ... .ottt she et X
DAFTAR IS ...ttt st e Xii
DRSNS NABEL ... . . ... A0 ... A A ... Xiv

BAB | PENDAHULAN

A, Penegasanm JUdUE i e i 1
B. Latar Belakang Masalah...........cc.cciiiiiiniiiceeee e 2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian...........cccccoveviieiiiiiie i 7
D. Rumusan Masalah ...........ccooeiieiiiieicccce e 7
E. Tujuan Penelitian ........c.cooveiiiiiiiie et 8
F. Manfaat Penelitian .........cccocoeviiieiiee e 8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan..........c.cccccoveviiiiieiiieenen, 8
H. Metode Penelitian..........ccooviieiieiiiic s 11
I. Sistematika Pembahasan...........cccccooviiiiiiiciiec e 18
BAB Il LANDASAN TEORI
AL JUAEBEL oo 19
Pengertian Jual Beli ........cccoooviiiiieec e 19
Dasar Hukum Jual Beli ........ccoooiiiiiiiiiicie e 21
Rukun dan Syarat Jual Beli..........cccccveeiiiiiic e 30
Macam- macam Jual Beli .........ccccoviiiiiiiii e 39
Jual Beli Yang Dilarang ..........cccovveveiieeiieie e seese e 40
Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli ... 49
JUal Bl TEMPO ..o 50

xii



Pengertian AKad ..........coocuviiiiiiic i 51
RUKUN AKAG...... .o 54
UNSUP- UNSUP AKAG ... 55
Syarat-Syarat AKad ...........ccccveviiiiiieie e 55
Dampak AKAG.........cooiiieiieie s 57
Macam-Macam AKad ..........cccooeiiiiiieceere e 57
AKNIF AKA ... 72
LAV L] o (= - T SR 73

BAB 11l LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung

.............................................................................................................. 75
B. Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar pada Toko Hijab
NONASNOP....cectie e 79
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN
A. Praktik Jual Beli Jatuh Tempo Yang Terlambat Membayar di Toko
Hijab Nonashop Kecamatan Sukarame,Bandar Lampung.................. 84
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tempo Yang
Terlambat Membayar....... oo i it e 87
BAB V.
AL KESIMPUIAN Lot e e e et emmas e be et eeteesseeabeesseeenree e 91
B. REKOMENAAST . i et b v aafiibanaaneeti e ettt 92
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii



DAFTAR TABLE
Daftar Table Halaman
Daftar Harga Hijabh ........ccoooiiiiiiiicsee e 68

"_4' ™,
.\\
=y

AIA

—

Xiv



BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Sebagai langkah pertama untuk mempermudah mendapatkan informasi
serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul, maka penulis akan
meluruskan pemahaman makna yang terdapat pada judul, guna mengantisipasi
terjadinya kesalah pahaman maka diperlukan adanya suatu penjelasan istilah —
istilah yang terdapat pada judul. Judul yang penulis ambil dalam skripsi ini
adalah ““ Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum
Islam (Studi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung”. Adapun

istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut.

1. Praktik menurut Kamus_ Besar Bahasa Indonesia  (KBBI) adalah
pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

2. Jual Beli menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli
adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan
jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar
saling rela.’

3. Tempo menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah waktu atau massa.?

Maksudnya ialah habisnya jangka waktu dalam proses pembayaran yang

'Hendi Suhendi,Figih Muamalah,(Jakarta:Rajawali Pers,2010),67
?Meity Taqdir Qadratillah dkk,Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar,(Jakarta: Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,Kementrian Pendidikan dan kebudayaan,2011),544



dilakukan antara penjual dan pembeli yang telah ditetapkan oleh kedua
belah pihak.

4. Terlambat merupakan arti kata tertinggal ataupun telat. Terlambat dalam
judul skripsi ini bermakna lewat waktu yang telah ditentukan.

5. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu
Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang

beragama Islam.’

Berdasarkan uraian penegasan judul diatas maka yang dimaksud dengan
judul ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta
mengkaji bagaimana hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah tentang
“Praktik Jual Beli Tempo.Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum

Islam”. yangterjadi di Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung”.

. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang kaffah,yang megatur segala aspek
kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun aspek
akhirat. Dalam Islam,kehidupan didunia haruslah seimbang, sebagaimana

firman Allah SWT. :
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*Mardani,Hukum Islam,(Yogyakarta:Pstaka Pelajar,2018),14
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Artinya : “Dan carilah pada apa saja yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi...” (Q.S. Al-Qashash (28) :77)

Agama Islam tidak hanya mengatur persoalan ibadah yang bersifat
mahdhah, seperti shalat,puasa,zakat. Tetapi juga mengatur segala aspek yang
berhubungan dengan manusia lainnya,dalam hal ini adalah dibidang ekonomi
atau disebut juga dengan mu’amalah. Salah satu bentuk mu’amalah yang
dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli
atau Al-Ba'i. Jual beli atau'Al-ba/i adalah menukar suatu barang dengan barang

yang'lain dengan cara tertentu.”

Aktivitas ekonomi didasari dengan-prinsip akad dan mengikatnya yang
bersumber dari Al-Quran dan as-Sunnah hingga penyusunan prinsip akan
mengandung kebenaran mutlak dari Allah SWT. Menurut Syamsul
Anwar“Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak
dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”5
Kebebasan dalam bermuamalah jangan sampai menimbulkan kesulitan
terjerumus ke dalam praktik ribawi,gharar,maisir, dan tindakan-tindakan lain

yang merugikan para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah.

4Sulaiman Rasjid,Figih Islam(Hukum Figih Lengkap),(Bandung:Sinar Baru
Algensindo,201A3),278

°Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Muamalat, (Jakarta :
Rajawali Pers,2007),68



Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat
dikatakan sah oleh syara’. Sebaliknya jual beli dikatakan batal jika salah satu
atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak
disyariatkan seperti jual beli oleh orang gila dan jual beli barang haram.
Adapun rukun yang harus dipenuhi oleh pelaku jual beli adalah adanya akad
(ijab dan kabul), adanya agid (penjual dan pembeli), adanya ma’qud ‘alaih
(objek akad yang halal). Sedangkan syarat dari jual beli adalah harus berakal

dan dapat membedakan, dan atas kerelaan kedua pihak.®

Dalam kehidupan bermasyarakat masih ada sebagian pelaksanaan jual beli
yang mengabaikan rukun dan syarat jual beli. Selain itu pelaku jual beli juga
mengabaikan mana jual beli yang diperbolehkan dan mana yang dilarang
dalam Islam. Apalagi dengan perkembangan bentuk maupun jenis jual beli

dalam era kontemporer ini.

Jual beli tempo dalam hal i ialah jual beli yang dilakukan dengan
menangguhkan pembayaran pembeliannya atau pembelian suatu barang yang
diberi waktu untuk pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak

penjual dan pembeli.

Jual beli harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak adanya
kesalahan dalam melakkan jual beli,seperti kasus yang terjadi di toko hijab
Nonashop ialah adanya penundaan pembayaran barang yang terjadi oleh

pembeli. Kewajiban pelunasan pembayaran hijab telah menemui tanggal

®Rachmat Syafe®i, Fikih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 76



pembayaran jatuh tempo yang sebelumnya sudah disepakati,namun pembeli
menyalahi kesepakatan yang sebelumnya sudah terjadi. Dalam jual beli tempo
ini dilakukan dengan cara, pembeli dan penjual sepakat menentukan harga
barang dan waktu pembayarannya. Dalam pembayaran barang pembeli dan
penjual sepakat menentukan jangka waktu pembayaran selama 1,2,atau 3
bulan,namun setelah tibanya tanggal jatuh tempo pembayaran,pembeli
menunggak pembayaran yang telah ditentukan sehingga merugikan pihak
penjual. Praktik ini dilakukan dengan menjaminkan kepercayaan saja diantara
kedua belah pihak tanpa adanya jaminan yang berharga. Awal transaksi ini
dilakukan pengenalan baik antara penjual dan pembeli bertukar informasi baik
alamat rumah serta data diri pembeli yang akan melakukan jual beli tempo

tersebut.

Pelaksanaan akad jual beli hijab dengan sistem tempo ini dilakukan
dengan cara pembeli“dapat-secara leluasa memilih jilbab yang ingin dibeli
dengan motif dan model yang disuka,setelah pembeli memilih barang dan
setuju akan membeli maka tahap selanjutnya ialah kesepakan transaksi antara
pihak penjual dan pembeli dalam menentukan harga serta lama waktunya
pembayaran jibab tersebut. Perjanjian ini dilakukan secara lisan antara pihak
penjual dan pembeli tanpa dihadiri saksi dan perjanjian jual beli hijab ini dapat
dilakukan dimana saja termasuk di rumah pembeli saat pembeli berhalangan
hadir ke toko hijab nonashop tersebut. Contoh praktiknya ialah pembeli
membeli 10 hijab di toko hijab Nonashop dengan harga Rp.20.000.,per pcs jadi

jumlah seluruh harga ialah Rp.200.000., penjual memberikan waktu jatuh



tempo pembayaran selama 1 bulan. Setelah waktu jatuh tempo tiba pembeli
tidak membayar barang tersebut,dan meminta waktu tambahan dalam
menyelesaikan pembayaran. Contoh lainnya ialah saudari Annisa membeli 15
hijab pada tanggal 12 November 2021 menggunakan sistem tempo dengan
harga 30.000 per pcs,jadi jumlah seluruh hijab yang harus dibayar saudari alda
ialah Rp.450.000.,karena saudari Annisa membeli hijabnya dengan sistem
tempo maka penjual melakukan kesepakatan antara penjual dengan saudari
Annisa untuk menentukan waktu tempo pembayarannya. Setelah melakukan
kesepakatan makan ditentukan lama waktu pembayaran pembelian hijab
tersebut ialah 1 bulan dari tanggal pembelian hijab yaitu pada tanggal 12
Desember 2021. Namun setelah 1 bulan yang merupakan jatuhnya waktu
tempo- pembayaran pembehian hijab; namun saudari Annisa tidak memenuhi
kewajibannya untuk membayarnya, ia beralasan -bahwa hijabnya belum terjual
semua dan uang belum._terkumpul dan.meminta waktu 2 minggu untuk
melakukan pembayaran pembelian. Penundaan pembayaran pembelian barang
ini yang dapat merugikan penjual dikarenakan penjual harus memenuhi stok
barang,penundaan hal ini menyalahi akad perjanjian awal yang telah disepakati

kedua belah pihak sebelumnya.

Berkaitan dengan hal ini,maka pihak penjual merasa dirugikan karena
pendapatan yang harusnya didapatkan yang dipergunakan sebagai perputaran
modal usahanya menjadi tertunda. Pembeli meminta tambahan waktu dalam

penyelesaian kewajibannya. Namun pihak pembeli ada yang memberikan



kejelasan waktu pasti pembayarannya dan ada juga pembeli yang tidak

menentukan kapan waktu tambahan dalam menyelesaikan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu adanya yang
ditelaah dari permasalahan yang ada. Penundaan pembayaran yang tidak sesuai
waktu kesepakatan awal serta penetapan waktu pembayaran yang tidak jelas,ini
membuat penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini tentang “Praktik
Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum Islam (Studi di

Toko Hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung).

. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka fokus penelitian ini
adalah Praktik Jual Beli Tempo Yang Terlambat Membayar Menurut Hukum
Islam. Sub-fokus dalam penelitian ini ialah Praktik Jual-Beli Tempo Yang
Terlambat Membayar-Menurut Hukum«islam, di Toko Hijab Nonashop

Sukarame Bandar Lampung.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan

yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tempo yang terlambat membayar pada toko
hijab Nonashop?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tempo yang

terlambat membayar pada toko hijab Nonashop?



E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang praktik jual beli tempo yang terlambat
membayar pada toko hijab Nonashop.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli

tempo yang terlambat membayar pada toko hijab Nonashop.
F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan praktis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan
mendapatkan pengalaman dengan memperluas wawasan..pengetahuan
yang berhubungan . tentang praktik. jual beli tempo yang terlambat
membayar serta penundaan pembayaran dalam sistem jual beli tempo.

2. Kegunaan teoritis, “dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam
terhadap penyelesaian pembeli telat bayar dalam jual beli tempo serta
penundaan pembayaran dalam sistem jual beli tempo,dan dapat
memberikan pemikiran bagi perkembangan ekonomi masyarakat dimasa
yang akan datang,khususnya masalah mengenai keterlambatan

pembayaran dalam jual beli dengan sistem tempo.
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya,relevan dengan judul skripsi ini yaitu:



Pertama, skripsi yang dibahas oleh Tri Yuliyanti (2018) dari Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam
Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo (Studi Pada
Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten
Pringsewu). Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana akad yang
digunakan dalam praktik peminjaman modal tersebut.Penundaan pembayaran
hutang yang terjadi antara lembaga BMT sepakat dengan sebagian warga
Pringsewu telah terjadi penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo
sebab dalam akad yang digunakan yaitu akad mudharabah dan murabahah
dalam akad ini si peminjam hutang telah melakukan perjanjian sebelum

terjadinya suatu akad tersebut.’

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Erni Dwi Cahyani (2016),dari Sekolah
Tinggi Agama- Islam_Negreri (STAIN) Ponoroge;yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam™ Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo Kecamatan
Kendal Ngawi. Dalam penelitian ini membahas adanya 2 perjanjian di dalam satu
transaksi termasuk dalam jual beli yang dilarang. Selain itu jual beli yang tidak
mengikuti harga yang berkembang pada saat itu termasuk dalam perbuatan
yang merusak harga kecuali didasarkan pada sebab-sebab tertentu. Di desa
Simo terdapat jual beli padi dengan penawaran dua harga yaitu harga sekarang
dan harga yang akan datang. Harga yang akan datang ditawarkan oleh
tengkulak dengan harga yang lebih tinggi. Setelah petani memilih harga yang

dibayarkan diwaktu akan datang, maka terjadilah kesepakatan antara petani dan

" Tri Yuliyanti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh
Tempo (Studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsew Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”,2018
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tengkulak tentang berapa harganya dan kapan tengkulak akan membayarkan.
Pada saat jatuh tempo tidak jarang temgkulak tidak dapat memenuhi janjinya,
dikarenakan beberapa alasan. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai
penetapan harga yang mengikuti tradisi atau urf” atau kebiasaan masyarakat

dalam jual beli padi tempo.®

Ketiga, skripsi yang dibahas oleh Sukmawan Andria Saputra (2020),dari
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Cara Cash Tempo. Dalam
skripsi ini membahas tentang jual beli dengan cara cash tempo pada toko
Bangunan Surya Gemilang Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur.
Kegiatan jual beli yang terjadi di Toko Bagungan Surya Gemilang, dimana
pembeli harus menyediakan dana sekitar 70-90% dari harga barang bangunan
yang dibeli;“lalu kekurangan dibayarkan sesuai waktu“tempo yang disepakati
kedua belah pihak. Disini penjual menaikan harga cash tempo sesuai dengan
jenis barang yang dibeli dan lamanya waktu tempo yang disepakati. Dalam
skripsi ini penulis berfokus pada ketidak sesuaian harga yang dibayarkan

dengan harga awal kesepakatan.’

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan
kesimpulannya di atas, maka dapat diketahui perbedaanya dalam segi

penyelesaian masalah, meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki

® Erni Dwi Cahyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Tempo di Desa Simo
Kecamatan Kendal Ngawi”,2016.
® Sukmawan Andria Saputra “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cash Tempo,2020.
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permasalahan yang sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam
proposal ini berbeda. Karena disini penulis akan membahas terkait upaya
penyelesaian terhadap pembeli telat bayar dalam jual beli tempo yang
dilakukan antara penjual dan pembeli, yakni dalam praktik jual beli jilbab di
toko hijab Nonashop Bandar Lampung, dimana pembeli melakukan
keterlambatan  pembayaran barang yang telah ditentukan  waktu
pembayarannya sesuai dengan kesepakatan awal,dan pembeli melakukan

penundaan pembayaran tanpa kejelasan waktu pembayarannya.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan sebagai
rujukan dalam menyelesaikan proposal skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul: “Praktik Jual Beli Tempo Yang
Terlambat Membayar: Menurut. Hukum Islam (Studi di Toko Hijab

Nonashop Sukarame Bandar Lampung)”.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Menurut jenisnya penelitian ini adalah jenis penelitian di lapangan
(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan
ata pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan
yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk

melaksanakan penelitian secara langsung.’® Penelitian field research

gysiadi AS, Metode Penelitian, (Bandar Lampung :Lp2m lain Raden Intan Lampung, 2014), 9
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dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau
lapangan penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di toko hijab
Nonashop Sukarame Bandar Lampung.
b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni menggambarkan
secara tepat dari sifat-sifat individu, gejala, sifat-sifat, keadaan dan
situasi kelompok untuk menempatkan frekuensi adanya hubungan
tertentu suatu gejala dalam masyarakat.*!

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti
maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua
macam,antara lain;

a. Data Primer
Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang
diucapkan secara lisan,gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh
subjek yang dapat dipercaya,dalam hal ini ialah subjek penelitian
(informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti.* Yang
berisi data tentang pengalaman para pihak yang diperoleh dari
lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak

baik pemilik toko hijab Nonashop serta pembeli selaku konsumen dari

1Kencana Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1990), 93
12gyharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka
Cipta,2014), 22.
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toko hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung sebagai tempat
penelitian.
b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

grafis (tabel,catatan,SMS,dan lainnya), foto-foto, film, rekaman video,
benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.”
Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari
Al-Quran, hadis, kitab-kitab, figih,bku-buku,,dan lainnya. Data
sekunder umumnya vaitu data yang diperoleh dari perpustakaan
,dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara membaca,menelaah dan
mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan
permasalahan yang:.dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan

kedalam kerangka pemikiran teoritis.
3. Populasi Dan Sampel
a. Populasi

Populasi atau universe adalah sejumlah orang atau unit yang
mempunyai Kkarakteristik yang sama antaranya.’* Populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi pada

penelitian ini adalah para pembeli selaku konsumen yang melakukan

13yh;
Ibid, 22
4guharmi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 102
®Mahli M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif llmu Komunikasi Dan Sastra,
(Yogyakarta: Graha 1lmu,2011),60
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jual beli tempo di toko hijab Nonashop Sukarame Bandar Lampung.
Yaitu 7 orang yang melakukan jual beli tempo dengan 3 orang pembeli
yang melakukan keterlambatan pembayaran dengan sistem jual beli
tempo, 1 pemilik toko hijab Nonashop dan 1 orang karyawan toko yang
dijadikan sebagai objek penelitian
b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin
mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan
sampel yang diambil dari populasi tersebut.’® Seperti yang
dikemukakan Arikunto apabila subjek kurang dari-100 lebih baik
diambil ‘semua, sehingga penelitian ini adalah_penelitian populasi.
Selanjutnya jika,jumlah subjeknya.besar dapat diambil 10%-15% atau
20%-50% atau lebih. Sesuai dengan pemaparan diatas karena populasi
pembeli yang melakukan jual beli tempo kurang dari 100 dan
berdasarkan data dilapangan jumlah pembeli yang melakukan jual beli
tempo di toko hijab Nonashop ialah 5 shjek penelitian yakni 3 orang
pembeli yang melakukan keterlambatan pembayaran dengan sistem jual
beli tempo, 1 pemilik toko hijab Nonashop dan 1 orang karyawan toko
yang dijadikan sebagai objek penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

8sygiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta : 2012), 118
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Prosedur pengumpulan data meliputi:
a. Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara pemilihan, pengubahan, pencatatan. Pengodean
serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan
observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.” Dalam penelitian ini
data yang diperoleh dengan cara melihat dan mengamati di lapangan
mengenai proses serta praktik penyelesaian terhadap pembeli telat bayar
dalam jual beli tempo yang sedang berlangsung pada toko hjab
Nonashop Sukarame Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan.dengan cara mengajukan. pertanyaan langsung oleh
pewawancara kepada responden, dimanasjawaban-jawaban responden
tersebut  dicatat dan direkam. Penyusun mengadakan wawancara
langsung dengan responden atau informan yang ada dengan cara
mengajukan pertanyaan yang jelas dan mudah untuk difahami. Pada
praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara
langsung kepada responden. Dalam praktik pengumpulan data dengan
wawancara di toko hijab Nonashop tersebut ada beberapa pihak yang
terlibat dan akan diwawancarai,yaitu pemilik toko hijab Nonashop

berserta karyawan toko,dan para pembeli jilbab di toko hijab Nonashop

YSyharsimi  Arikunto, Prosedur Penulisan Satu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka
Cipta,1991),188.
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Sukarame Bandar Lampung, yang melakukan Kketerlambatan
pembayaran barang dalam jual beli tempo selanjutnya akan dilihat dan
ditinjau menurut perspektif hukum Islam.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa
catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya. Adapun
yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah

buku figih serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Teknik Pengolahan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh

penulis, makan penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:*®

a. Pemeriksaan data  (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpulkan-sudah cukup lengkap,benar dan sesuai dengan masalah.
b. Sistematis data (Sistematizing) Vaitu sistematis berdasarkan pokok dan

sub pokok bahasan yang di identifikasi dari rumusan masalah.

. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan
dokumentasi.’® Setelah semua data terkumpul yang sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah

menghimpun dan mengelolah data yang sudah terkumpul dengan cara

126.

8Abdul Kadir Mhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2004),

%Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,2013),335
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menjelaskan semua jawaban untuk dianalisis. Data yang diperoleh
dilapangan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis
kualitatif yaitu untuk mengetahui pada penyelesaian pembeli telat bayar
dalam jual beli tempo.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya suatu analisis
berdasarkan data yang didapat,selanjutnya dikembangkan pola hubungan
tertentu atau menjadi hipotesis.”’Cara berfikir dalam membahas dan
mengadakan analisis data adalah menggunakan metode induktif yaitu
“menetapkan satu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan
kaidah-kaidah yang bersifat umum”. Metode ini digunakan untuk menarik
kesimpulan yang bersifat khusus menjadi umum.

Analisis data’ pada metode. ini dilakukan dengan menggunakan
metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang« dam.. perilaku -~ yangedapat diamati dari  lokasi
penelitian.Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana
Perspektif Hukum Islam mengenai  Praktik Pembelian Yang Telat

Membayar Dalam Jual Beli Tempo .
I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab,yaitu:

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: penegasan

judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan

Dpid
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penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahul yang relevan, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 1l penulis menjelaskan tentang jual beli dalam Islam, seperti
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-
macam jual beli, dan jual beli yang dilarang. Dalam bab ini penulis jga
menjelaskan tentang Akad dalam Islam,seperti pengertian akad, rukun akad,
unsur-unsur akad, iradah al-aqdiyah, syarat- syarat akad, dampak akad,

pembagian akad serta sifat-sifat akad.

Bab 11l penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang lokasi
penelitian  yakni kelurahan sukarame serta toko hijab nonashop. Penlis
menguraikan seperti profil.kelurahan.sukarme,visi dan misi, letak geografis
serta. jumlah penduduk, dan penulis juga menguraikan mengenai sejarah
singkat toko, visi_dan misi toko, pengelolaan toko serta daftar harga barang di

toko hijab nonashop.

Bab IV penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah penulis

teliti.

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri

dari kesimpulan dan rekomendasi.



BAB 11
LANDASAN TEORI
A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Allah  Swt. Telah menjadikan manusia masing-masing saling
membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar
menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup bermasyarakat,
baik dengan cara jual beli, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun
untuk kemaslahatan umum. Jual beli disebut ba’i dalam bahasa arab, ba’i
adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli
terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati.?* Perdagangan atau jual
beli menurut bahasa berarti al-Bai’,al-Tijarah dan al-Mubadalah, sebagaimana

Allah.SWT=berfirman:

Y

a0 8% o T o0& o¥

EST R LR

Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi
(Fatir:29)

Secara terminologi figih jual beli disebut dengan al-ba’i yang berarti
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-
ba’i dalam terminologi figih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya,
yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba’i
mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah

pengertian jual, beli (al-bay) secra definitif yaitu tukar — menukar harta benda

2L 7ainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 143.

19
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atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara
tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah,Syafi’iyah, dan
Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba i), yaitu tukar— menukar harta dengan harta
pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20
ayat 2 Kompilasi Hukm Ekonomi Syariah, ba’i adalah jual beli antara benda

dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.?

Berdasarkan definisi diatas,maka pada intinya jual beli itu adalah tukar-
menukar barang. Dapat dipahami juga bahwasahnya inti jual beli ialah suatu
perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara
sukarela di antara keda belah pihak,yang satu menerima benda-benda dan
pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuanyang telah
dibenarkan oleh syara /dan disepakati.”> Hal ini telah digunakan oleh
masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar
barang ,yaitu dengan sistemsbarter yang dalam terminologi figh disebut dengan

ba’i al-mugayyadah.

Menurut ulama Syafi“iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung
unsur tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan
nanti untuk memperoleh hak kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu
selamanya.? Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling tukar menukar
harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara yang dimaksudkan adalah

dengan ijab dan gabul, atau juga dengan memberikan barang dan menetapkan

2Mardani, Figih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2012), 101
ZHendi Suhandi, Figih Muamalah,(Jakarta: Rajawali Pers,2014),68
#Sohari Sahrani, Ru“fa Abdullah, Figh Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), 22.
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harga antara penjual dan pembeli.Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksudkan
jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama
suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang

dijanjikannya.?

Dari beberapa uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli
adalah pemindahan hak kepemilikan atas suatu benda dengan cara tukar
menukar harta atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan
yaitu dengan alat tukar yang sah dalam lingkup perdagangan. Jual beli
merupakan tindakan transaksi yang telah disyari“atkan dalam arti telah tegas
dan sah untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah ada
hukum nya dalam Islam yang berkenaan hukum nya taklifi. Hukum-nya boleh,
sebagaimana kebolehannya-ini dapat ditemukan dalam Al-Qur*an dan Hadist

nabi.?
2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong antara
sesama manusia yang memiliki landasan kuat dalam Islam. Jual beli sebagai
bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-
Qur’an, As-Sunnah dan telah menjadi ijma’ ulama dan kaum muslimin.

Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah

53ayyid Sabig, Figh Sunnah, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 126.
2 Amir Syarifuddin, Garis Garis Besar Figih (Bogor: Kencana, 2003), 193
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satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama

manusia.?” Adapun landasan hukum Islam dalam jual beli tersebut yaitu:

a. Landasan Al-Qur’an

Al-ba’i atau jual beli merupakan sebuah akad yang diperbolehkan atau
diizinkan. Hal tersebut berlandaskan atas dalildalil yang terdapat dalam Al-
Qur’an.

1) Surah Al-Bagarah ayat 198,yang berbunyi:

2 z 0% 2 -
o l% o &Y% % (oren T w72 oso/ °
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“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan)
dari Tuhanmu. (Q.S. Al-Bagarah:198)

2) Surat Al-Bagarah ayat 275 yang berbunyi:

& o U B
Tl &5 A Al 415

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan
riba...” (QS. Al“Bagarah :275)

Riba itu ada dua macam: fadl dan nasiah. Riba fadl disebut juga riba
buyu’, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak
memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya
(saga-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba
nasi’ah ialah menunda menangguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada
waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan

memberikan “tambahan” atau “premi”28

?"|mam Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 22
2Efa Rodiah Nur, “Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis
Modern”, Jurnal Al-°Adalah Vol. XII, No. 3 (Juni 2015),651-652.
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Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang
umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil
riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. riba yang sudah
diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. Allah

SWT juga menjelaskan perihal jual beli dalam Al-Qur’an.

3y Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

o) Jbub v_<.\.u ;.Q\Ju\ I jifu AR
P — o}/}f‘f/' .......... ./..o/*/
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling.memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil; kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka ‘di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh  dirimu. Sesungguhnya Allah adalah _Maha Penyayang
kepadamu”(Q.S An-Nisa:29)

Dari penjelasan surat An-Nisa tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT.
melarang umat-Nya untuk saling memakan harta sesame dengan jalan yang
batil. Allah SWT melarang umat-Nya untuk berbuat riba,gharar,maysir dan
sejenisnya. Perkataan “suka sama suka” dalam ayat diatas yang merupakan
dasar jual beli haruslah kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan atau
tekanan dari pihak manapun. Jual beli haruslah sesuai dengan syariat Islam

yang telah berlaku seperti yang sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa diatas.

Dari uraian beberapa ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa

Allah SWT telah menghalalkan jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual
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beli yang terjadi karena kehendak suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan

dan terhindar dari riba, gharar,maysir.
b. Landasan As-Sunnah

Jual beli juga dijelaskan dalam hadist, mengingat hadist merupakan
pedoman kedua bagi umat Islam setalh Al-Qur’an, sehingga penjelasan-
penjelasan dalam hadist yang disabdakan oleh nabi Muhammad SAW.

Hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

Dalam literature syari’ah, jual beli atau istilah modernnya ialah
mu’amalah. Istilah yang digunakan untk muamalah ini adalah al-bai, asy-syiro,
dan at-tijaroh. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan
urusan bermuamlah, hendaknyas mempelajari hukum-—" hukum yang
bersangkutan dengan muamalah itu sendiri seeara rinci.dan seksama agar ia
mampu berinteraksi sesai.dengan syariat-agar terhindar dari tindakan-tindakan

yang dapat merugikan orang lain serta dilarang menurut syariat.

Dalam proses jual beli ada ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi oleh
penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang
dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-
dalilnya sehingga jual beli itu merupakan sesuatu yang halal bukan sesuatu
yang haram atau syubhat. Berikut ini dasar hukum jual beli berdasarkan sunah

Rasulullah,antara lain:%°

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig,Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana
Media Group,2012),69
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1y Hadis yang diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani diterima dari

bapaknya , Rasulullah saw menyatakan:

.X:—Y\WU;,.:&"JUM\ .x,J\CJ 515 e
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Diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Madani, diterima dari
bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khudri mengatakan
Rasulllah Saw. berkata:’Sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar
suka sama suka”.

2) Ini penjelasan hadist dari Muslim :

e 38 e 5 e 45 3325 G Jgks 328 20 22
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“Bersumber-dari Ibnu Umar: la berkata : Rasulullah bersabda :
Masing- masing-penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual-beli di antara
mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual beli khiyar”. (H.R
Muslim)®

Hadist ini dikeluarkan oleh Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut
dari Ibnu Umar r.a. Dari Rasulullah SAW yang menjelaskan apabila ada dua
orang yang telah melakukan jual beli mka masing- masing keduanya
mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut

ditnjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal.

Bila kedua belah pihak telah berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak

khiyar tetap ada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian sebab-

3% Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asgalani,Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,
(Jakarta: Darul Haq,2015),435
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sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab- sebab kergian dan
kerusakan. Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertmbuhan adalah kejujuran
dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya
dalam barang yang dijual. Adapun sebab- sebab kerugian dan ketiadaan
barakah ialah yang menyembunyikan cacat,dusta dan memalsukan barang

dagangan.

3) Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadist
los oo A L gl 5 ) e & RO
g 855« oy 850 s wa\w&s@? s
S At JE 3155 { 9

“Dari Rifa’ahibnuyRafi’“bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah
ditanya: Apakah profesi.yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha
tangan manusia sendm dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-
Barzaardan.Al-Hakim).*!

Dari pemaparan hadist.diatas dapat kita pahami-bahwa jual beli merupakan
usaha atau pekerjaan yang baik, keuntungan adalah kejujuran dalam
muamalah. Adapun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang
berdusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian it merupakan
sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang ,memberikan nilai
tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena ia bermuamalah dengan cara yang
baik dan sesuai denga syariat Islam, sedangkan di akhirat ia mendapatkan

pahala dan balasan yang baik.

1pid,411
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Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata pencaharian,
karena pelakuunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain
menghindar darinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan
di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu

sesama manusia.

c. ljma’

Ijma’ atau konsesus merupakan sumber hukum syariat ketiga setelah Al-
Qur’an dan As-Sunnah, didefinisikan sebagai pesetjuan para ahli hukm Islam

pada masa tertentu tentang masalah hukum.

Menurut bahasa, [jma’ adalah kata benda verbal (mashdar) dari kata yang
mempunyai dua makna, memutuskan dan menyepakati sesatu. Contoh pertama:
ajma’a fulan ‘ala kadza ( si A memutuskan begini). Conteh kedua: ajma’a al-
qaum ‘ala kadza'(Orang=erang sepakat bulat tentang begini). Makna kedua dan
pertama sering digabung, di mana bila ada kesepakatan bulat tentang sesuatu,

maka juga ada keptusan tentang soal itu.

Menurut istilah, Al-Ghazali mengatakan bahwa pengertian Ijma’ adalah
kesepakatan umat Muhammad SAW, khususnya atau suatu persoalan
keagamaan. Menurut jumhur ulama ushul, Ijma’ adalaha kesepakatan para
mujahid umat Muhammad SAW. setelah wafatnya di satu kurung waktu, atas
hukum agama di dalam suatu kejadian (wargi’ah). Para ulama telah ijma’
(sepakat) atas perkara (bolehnya) jual beli, adapun giyas yaitu dari satu sisi

bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena
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kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa
harga atau sesuatu yang dihargai serta bernilai (barang dan jasa) dan dia tidak
dapat mendapatkannya kecuali dengan menggantinya dengan sesuatu yang
lainnya, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli untuk

sampai kepada tujuan yang dikehendakinya.

[jma’ adalah kesepakatan mayoritas mujahidin diantara orang Islam pada
suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas hukum syara’ mengenai
suatu kejadian atau kasus.* Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan
dengan alas an bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya,tanpa bantuan dari orang lain. Akan tetapi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya itu diperlukan pengganti (timbal balik) dalam..memenuhi

kebutuhan hidup yang sesuai dan diperlukan oleh dirinya.

Disebutkan bahwa definisi tersebut “hukum syara” mengandung arti
bahwa kesepakatan itu hanya terbatas“dalam masalah hukm amaliyyah dan

tidak menjangkau pada masalah-masalah agidah.

Dari definisi diatas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari

suatu ijma yang sekaligus merupakan rukun ijma ,yaitu:*

1) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ‘ijma, terdapat
sejumlah orang yang berkualitas mujtahid,karena kesepakatan itu tidak

berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada

%2Abdul Wahbah Khallaf, Kaedah-Kaedah Hukum Islam (llmu Ushul Figh), Terjemahan Noer
Iskandar Al-BArsany dan Moh. Tolehah Mansoer, (Jakarta:Rajawali Pers,1993),64

BMardani, Hukum Islam (Pengantar llmu Hukm Islam di Indonesia),(Yogyakarta:Pustaka
Pelajar,2018),149
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mujtahid sama sekali ata ada tapi hanya seorang,maka ijma dapt terlaksana
secara hukum.

2) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah,tanpa
memandang kepada negeri asal,jenis dan golongan mujtahid. Kalau yang
mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid atau mujtahid kelompok
tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu,maka kesepakatan itu tidak
dapat disebut ijma karena ijma itu hanya tercapai dalam kesepakatan
menyeluruh.

3) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid
mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara
terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan
dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu,atau dalam bentuk
perbuatan dengan memutuskan hukum.dalam _pengadilan dalam
kedudukannyarsebagai hakim. Penyampaian pendapatan itu mungkin dalam
bentuk perorangan yang kemudian hasilnya sama, atau secara bersama-sama
dalam satu majelis yang sudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan

pendapat.

Pada dasarnya segala bentuk muamalah dapat dilakukan selagi tidak
adanya dalil atau hukum yang melarangnya atau mengharamkannya.®* Agama
Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan
memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta

orang lain dengan jalan yang benar dan telah ditentukan oleh syariat, sehingga

%Eathurrohman Djamil, Hukm Ekonomi Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika,2003),127
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dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah
pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana yang termasuk

dalam prinsip bermuamalah,yaitu:*

a) Prinsip Kerelaan
b) Prinsip Bermanfaat
c) Prinsip Tolong Menolong

d) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita pahami dan dapat dijadikan
sebagai hujjah atau dasar dalam menetapkan hukum berbagai masalah yang
terjadi dalam jual beli. Dari dasar hukum yang telah dipaparkan diatas bahwa
jual beli itu hukumnya mubah,yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan

kegiatannya memenuhi Ketentuan- ketentan syari’at Islam.

3. Rukun dan.Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang hars dipenuhi, sehingga jual
beli dapat dikatakan sah oleh syara’*® Dalam menentukan rukun jual beli
terdapat

perbedaan pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu,yaitu ijab (ungkapan
membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut

mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan

%M. Daud Ali,Asas-asas Hukum Islam,(Jakarta:Rajawali Pers,1991),44
%Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig,Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana

Media Group,2012),70
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(rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Akan tetapi,
karena unsr kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra
sehingga tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan
kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan keda
belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh
tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang
dan harga barang (fa’athi).®’ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa

rukun jual beli it ada empat,yaitu:

a. Ada orang yang berakad ata al- muta’aqgidain (penjual dan pembeli).
b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul).
c. Ada barang yang dibeli.

d. . Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, nilai
tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli,bukan rukun jual beli.
Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan

jumhur ulama diatas sebagai berikut:*®
a. Syarat- syarat orang yang berakad.

Para ulama figih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual

beli itu harus memenhi syarat:

Ibid,71
®Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig,Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana
Media Group,2012),70.
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1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang

belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil
yang telah mumayiz, menurt ulama Hanafiyah, apabila akad hyang
dilakukannya membawa kentungan bagi dirinya, seperti menerima
hibah, wasiat, sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad iru
membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada
orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan
hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang
dilakukan anak kecil yang teah mumayiz mengandung manfaat dan
mudaratsekaligus, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan
dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.
Dalam kaitan ini, wali, anak Kkecil yang telah mumayiz ini benar-benar
mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.
Jumhur ulamaberpendirian bahwa erang yang melakukan akad jual beli
itu harus balig dan berakal. Apabila orang yang berakad it masih
mumayiz, maka jual belinya tidak sah,sekalipun mendapat izin dari
walinya.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang
tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan
sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barang
dagangannya dendiri, maka jual belinya diangap tidak sah.

b. Syarat- syarat yang terkait dengan ljab Kabul.
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Para ualam figh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu
kerelaan keda pelah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari
ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perl
diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua
belah pihak, seperti akad jual beli, sewa- menyewa, dan menikah. Terhadap
transaksi yang sifatnya mengikat satu pihak, seperti wasiat, hibah dan
wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.
Bahkan, menurut Ibn Taimiyah(ulama figh Hanbali) dan ulama lainnya, ijab

pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.*

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka
kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.
Barang yang telah dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan

nilai/uang-berpindah tangan menjadi milik penjual:

Untuk itu, para ulama figh“mengemukakan bahwa syarat ijab dan

kabul itu sebagai berikut:*°

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal, menurut jumhur
ulama, atau telah telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai denga
perbedaan mereka dalam syarat- syarat orang yang melakukan akad yang
disebutkan diatas.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “ Saya jual

buku ini seharga Rp. 20.000,”, lalu pembeli menjawab: Saya beli buku

Pbid, 72
“O1bid,73
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ini dengan haraga Rp.20.000,”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai
maka jual beli dianggap tidak sah.

3) ljab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah
pihak yang melakkan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
Apabila penjual mengucapkan ijab,lalu pembeli berdiri sebelum
mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak
terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka
menurut kesepakatan ulama figh,jual beli dianggap tidak sah sekalipun
mereka berpendirian bahwa ijab tidak perlu dijawab langsung dengan
kabul. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan
bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu,yang
diperkirakan bahwa pihak pembeli.sempat untuk berpikir. Namun, ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul
tidak terlalulama_yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek
pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern ini, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi
diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan
membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan
barang oleh penjual tanpa ucapan apapin. Misalnya, jual beli yang terjadi
di swalayan dan minimarket. Dalam figh Islam, jual beli seperti ini

dinamakan dengan ba I al-mu’athah.**

1bid,74
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Dalam kasus perwujudan ijab dan kabul melalui sikap ini (ba’l al-
mu’athah) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama figh. Jumhur
ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila
hal ini telah merupakaan kebiasaan satu masyarakat di suat negeri, karena
hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak.
Menurut mereka, diantara unsur terpenting dalam transksi jual beli yaitu

suka sama suka (al-tardhi).

Akan tetapi, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transksi jual beli
harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab
kabul. Oleh sebab itu, menurt mereka jual beli seperti kasus di atas (ba;l
al-mu’athah) hukumnya tidak sah. Unsur kerelaan dlam jual beli menurut
mereka masalah yangamat tersembunyi dalam hati dan hars diungkapkan
dengan—ijab dan kabul. Akan tetapi sebagian~ulama Syafi’iyah yang
muncul belakangan seperti Imam:al-Nawawi seorang fagih dan muhaddis
mazhab Syafi’l dan al- Baghawi seorang mufassir mazhab Syafi’l
menyatakan bahwa jual beli al- mu’athah adalah sah,apabila itu telah

merupakan kebiasaan suatu kebiasaan di daerah tertentu.
c. Syarat- syarat Barang yang Diperjualbelikan (Ma’qud ‘alaih).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan

sebagai berikut:*?

“2)bid, 75
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1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat,tetapi pihak penjual menyatakan
kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko,
karena tidak mngkin memajang barang semuanya maka sebagian barang
diletakkan pedagang di dalam gudang ata masih di pabrik, tetapi secara
meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai denga persetujuan
pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini
dihukumkan sebagai barang yang ada.

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu,
bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli,karena
dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi
muslim.

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak
boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas
dalam tanah; karena ikan dan emas ini-belum.dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsng atau pada waktu yang disepakati
bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat- syarat Nilai Tukar (Harga Barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari
barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan
masalah nilai tukar ini para lama figh membedakan al-tsaman dengan al-
si’r. menurut mereka al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku ditengah-
tengah masyarakat secara actual, sedangkan al-si’7 adalah modal barang

yang seharusnya diterima para pedagang sebelm dijual ke konsuumen



37

(dipakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara
pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual dipasar).
Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah
al-tsaman.Para ulama figh mengemkakan syarat-syarat al-tsaman sebagai

berikut:*

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Sekalipun secara hukum seperti
pembayaran dengan cek dan kartu keredit. Apabila harga barang itu
dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-
mugayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang
diharamkan oleh syara,seperti: babi,dan khamar, karena kedua jenis

benda“ini-tidak bernilai menrt syara.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli

diatas, para ulama figh juga mengemukakan syarat-syarat lain,yaitu:**

1) Syarat sah jual beli. Para ulama figh menyatakan bahwa suatu jual beli
dianggap sah apabila:

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang

diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kwalitas, maupun

kwantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur

“Bbid, 76
*“1bid,77
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paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang
membuat jual beli itu rusak.

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka
barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai
penjual. Adapun barang tidak bergerak bolesh dikuasai pembeli
setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan)
setempat.

Syarat yang terkait dengan jual beli.

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai
kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak boleh
dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki
kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seseorang bertindak
mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini,pihak wakil harus
mendapatkan persetujuan dahulu darivorang, yang diwakiinya. Apabila
orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap
sah. Jual beli seperti ini dalam figh Islam disebut ba i al-fudhuli.®®
Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama figh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat
apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk
meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih
mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih

boleh dibatalkan. Apabila semua syarat telah dipenuhi, barulah secara

1bid.
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hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak

penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.*®

4. Macam- Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan,jual beli(ba’i) dapat dibagi menjadi beberapa

bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk ba ’i:

a.

Ditinjau dari sisi objek akad ba’i yang menjadi:

1)

2)

3)

Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk ba;i berdasarkan
konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
Tukar-menukar barang dengan barang., disebut juga dengan
mugayadhah (barter). Misalnya: tukar-menukar buku dengan jam.
Tukar-menukar uang dengan uang, disebut jga dengan sharf.

Misalnya: tukar-menukar rupiah dengan real.

Ditinjau dari sisi waktu dan serah terima, ba i dibagi menjadi :

1)

2)

3)

4)

Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal bai.

Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang
disepakati, ini dinamakan salam.

Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan ba i ajal
(jal beli tidak tunai). Misalnya, jual beli kredit.

Barang dan uang tidak tunai, disebut ba’i dain bi dain (jual beli utang

dengan utang).

*81bid,78
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c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, ba i dibagi menjadi:

1)

2)

Ba’i Musawamah (jual beli dengan cara tawar- menawar), yaitu jual

beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok

barang,akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang

untuk ditawar. Ini bentuk asal ba .

Ba’i amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga

pokok barang lalu menyebtkan harga jual barang tersebut. Ba’i jenis

ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

(1) Ba’i Murabahah, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok
barang dan laba..

(2) Ba;i al-Wadh’iyyah, yaitu pihak penjual meyebutkan harga pokok
barang ata menjual barang tersebut dibawah harga pokok.

(3) Ba’i-Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan.harga pokok dan

menjualnya dengan harga tersebut.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang

dilarang dan hukumnya tidah sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi

syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu

jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya,tetapi ada beberapa faktor

yang menghalangi kebolehan proses jual beli.*’

a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli

yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

“"1bid,80



41

1) Jual beli barang yang =zatnya haram, najis, atau tidak boleh
diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga
untuk diperjualbelikan. Seperti babi,berhala, bangkai dan khamar

(minuman yang memabukkan). Dalam hadis disebutkan:*®

- @z ° ) ) 2
B e T w o- o -
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“Dari Jabir ibn Abdullah r.a.:Bahwasahnya beliau telah
mendengar Rasulullah Saw. Bersabda pada tahun penaklukan Kota
Makkas® Sesunguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan
menjual arak, bangkai, babi dan berhala’.(HR. Bukhari Muslim).*

Adapun bentuk jual beli: yang dilarang karena barangnya tidak
boleh “diperjualbelikan adalah air susu ibu~dan air mani (sperma)
binatang. Para ulama figh berbeda oendapat dalam masalah jual beli air
susu. Imam Syafi’l dan Imam Malik memperbolehkan dengan
mengambil analogi dan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu
Hanifah melarangnya, alasannya, karena air susu merupakan bagian dari
daging manusia yang haram diperjualbelikan. Larangan tentang jual beli

mani (sperma) binatang berdasarkan sabda Rasulullah saw:

*® Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,2016),69
9 Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asgalani,Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,412
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“Dari Jabir, Rasulullah saw.telah melarang menjual air mani
(sperma) binatang jantan”. (HR. Muslim dan Nasa’i).

Bentuk jual beli sebagaimana disebutkan di atas dilarang karena
mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang
ternak dengan jalan meminjam penjantan tanpa ada keharusan

membayar.

2) Jual beli yang belum jelas.>
Sesuat yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk
diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak; baik pihak
penjal, mapun pihak pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar
adalah tidak jelas., baik barangnya, harganya, kadarnya, masa
pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang

karena samar-samar.

3) Jual beli buah- buahan yang belum tampak hasilnya.
Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah masak nanti.
Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara

tahunan. Sabda Nabi saw:

% Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig,Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana
Media Group,2012),82
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“Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw.melarang
menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”. (Hadis ini
disepakati Bukhari Muslim).

4) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di
kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak

ternak yang masih dalam kandungannya. Berdasarkan sabda Nabi saw:
Lo gade ab Jo &1 J305 Sl B o ek 2 0E
Ol olyy) a2 J‘J“ & &
“Dari Ibnu“Umar r.a bahwasanya Rasulllah Saw melarang jual

beli_ janin.._anak binatang yang. masih_.dalam kandngan
induknya”.(Muttafaq alaih, dan lafazh ini adalah milik al-Bukhari).**

5) Jual beli bersyarat (iwadh mahjul):?

Dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual
beli atau ada unsur- unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
Misalnya, ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu
akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.
Atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu
sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Nabi

saw.bersabda:

> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asgalani,Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,419
52 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig, Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana
Media Group,2012),83
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Hadis tersebut juga dikeluarkan dari kitab Ulumul Hadist riwayat
Abu Hanifah dari Amr dengan lafaz : “ Raslullah Saw. melarang
berjual-beli dengan syarat”. Dari jalur ini Thabrani meriwayatkan hadist
ini dalam kitab al-Ausath dan ia termasuk hadist gharib.>

5%

6) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan,
kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan,
seperti  jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
Memperjualbelikan barang- barang ini dapat ‘menimbulkan.perbuatan
maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang-barang ini,
maka~hikmahnya dapat mencegah dan menjauuhkan manusia dari

perbuatan dosa dan maksiat.

7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.
Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan
hukumya haram. Seperti menjual anak binatang yang masih

membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

L/;u/j':\.:.ij‘)}jw i&\djﬁcﬂj‘doﬂbjﬂjj\:;ﬁdﬁuﬁ
(A Volyy) 35 Gl 5 35 et

i

>*Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqgalani,Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,421
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“Barang siapa yang memisahkan antara induk dan anaknya, nanti
Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dicintainya pada hari
kiamat”. (HR.Ahmad).

8) Jual beli muhagalah, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih ada di
sawah atau ladang. Hal ini dilarang oleh agama karena jual beli ini masih
samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

9) Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau
(belum pantas dipanen). Seperti menjual manga yang masih hijau dan
rambutan yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini
maih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin
kencang atau layu sebelum diambil pembelinya.

10) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya,
seseorang menyentuh sehelairkain dengan tangannya diwaktu malam atau
siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal
ini dilarang_agama karena mengandung.unsur tipuan dan kemungkinan

akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

// - °// }‘L // /“L /O/‘ - /'/; }?/ }‘L - - "/o/’q 29 P
r@jéﬂlﬁmswm\dyjd\ ‘““”saﬂ‘b%ﬁgﬁ,‘f
3 s s S 2 g

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang
Jjual beli dengan cara menyentuh dan melempar”. (H.R. Muslim)

11) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti
seseorang berkata : “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku
lemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadinya lempar-
melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena

mengandung tipuan dan tidak adanya ijab dan kabul.



46

12) Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang
kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang
ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi
kering.

Jual beli tersebut di atas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

ﬁé\&g&\d}ﬁjﬁdb ‘w@Januf
oJ..»LMJ/ i ')\.J\j Rl_ebr.d\u.og;b/w

(S olyy) EA

“Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah saw.telah melarang jual beli
muhagalah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah”.
(HR. Bukhari).>*

/i,«/,w

13) Jual beli dengan mengecualikan-sebagian benda yang dijual, seperti
seseorang yang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah
satu bagiannya..Misalnya, A menjual seluruh pohon- pohonan yang ada
dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang
dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas
(majhul), jual beli tersebut batal. Rasulullah saw.bersabda:

s

%3
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“Dari Jabir bin Abdllah berkata Bahwasanya Nabi Saw..melarang
jual  beli dengan muhagallah, muzabanah, mukhabarah,dan
tsunnya,kecuali jika diketahui”” (H.R. Bukhari dan Muslim)™

Ci\
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>* Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asgalani,Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam,424
55 1.:
Ibid,423
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14) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan
kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama
berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan
telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh
menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga
ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw.
melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual
dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).

b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak
terkait.®
1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
Apabila ada’ orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang,
maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar
pertama diputuskan, sebagaimana sabda Nabis saw:
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“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw.bersabda: Janganlah
menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain”. (Muttafaq’alaih).

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar
agar dapat membelinya dengan harga murah., sehinga ia kemudian

menjual dipasar dengan harga yang jga lebih murah. Tindakan ini dapat

% Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidig,Figih Muamalat, (Jakarta: Prendana
Media Group,2012),85



48

merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga
pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan
pasar, meskipun akadnya sah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Raslullah

saw.bersabhda:
<) e
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Dari Abu Hurairah r.a. bahwasahnya Raslullah Saw.
Bersabda“Janganlah kalian menjempt barang dagangan sebelum
sampai ditempatnya. Barangsiapa yang melakkan hal tersebut dan
membelinya maka si pemilik barang tersebutbmempnyai hak pilih
(khiyar) jika sampai di pasar (dan mengetahui harga sesungguhnya) ”.
(HR.Muslim)*’
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3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
Membeli_barang dengan memborong untuk.ditimbun, kemudian
akan dijual ketika-harga barang mengalami‘kenaikan karena kelangkaan
barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak
pembeli dikarenakan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat

harga masih standar. Dalam kaitan ini Rasuullah saw.bersabda:
\ \ e - & ° P
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“Dari Umar bin al-Khaththab telah bersabda Rasuullah saw:

Saudagar itu diberi rezeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat”.
(HR. Ibnu Majah dan Hakim).

>’ Muhammad Nashiruddin Al-Albani,Ringkasan Shahih Muslim,(Jakarta:Pustaka as-Sunnah),616
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4) Jual beli barang rampasan atau curian.
Jika pembeli telah mengetahui bahwa barang itu adalah barang
curian/rampasan, maka keduannya telah bekerja sama dalam perbuatan

dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang. Nabi saw,bersabda:

&

L@i:;@iﬁ/“\.u_e"” L@Jsvi,;%jijﬂdjﬁ\y

Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Saw berkata. ‘Barang siapa yang
membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa itu barang curian maka
ia ikut dalam aib dan dosannya”. (HR. Al-Hakim dan Al-Baihagi)

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Hak dan Kewajiban .antara Penjual dan. Pembeli Untuk
menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah
dilakukan dengans-kejujuran, tidak ada.penipuan, paksaan, kekeliruan dan
hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau
alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah
melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing,
diantaranya: pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak
pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu
diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.

Sebagaiman firman Allah SWT:
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu
menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Bagarah: 282).

7. Jual Beli Tempo (Ba’i Bitsaman Aji)

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, ba’i
adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan
uang.’® Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual
beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara: sukarela: antara kedua belah pihak, yang satu
menerimabenda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan

perjanjian atau ketentuanvyang dibenarkan Syariat dan disepakati.

Murabahah atau disebut juga Ba'’i bitsaman ajil, kata murabahah
berasal dari kata ribhu (keuntungan). Secara sederhana murabahah berarti
jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.
Dalam bai murabahah ini bahwa penjual harus memberitahu harga produk
yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai
tambahannya. Di Malaysia Pembiayaan aset yang mengunakan prinsip

murabahah adalah merujuk kepada pembiayaan untuk tempo jangka masa

>% Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (jakarta: kencana, 2012), Edisi Pertama,
Cet.ke-1,101
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pendek yang tidak melebihi 12 bulan. Sekiranya pembiayaan tersebut
melebihi 12 bulan, ia merujuk kepada pengunaan prinsip Ba’i Bitsaman Ajil
(BBA). Konsep BBA dan murabahah adalah sama dari segi konsep, Cuma
berbeda dari segi amalan dimana BBA biasanya digunakan kepada
pembiayaan yang lebih panjang waktu pembayaran balik (kembali). Selain
pembiayaan lebih panjang waktu pembayaran balik, menurut hukum Islam
journal for Islamic law yang diterjemahkan oleh dosen fakultas syariah dan
ilmu hukum, mengatakan bahwa jual beli angsuran ini sama halnya dengan
jual beli kredit, dimana penjual menjualkan barang dagangannya kepada
pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau
cicilan. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit atau angsuran
dalam jangka yang lama. (5 tahun. keatas) dikenal dengan istilah ba’i
Bitsaman Ajil. Yang mana Ba’i Bitsaman Ajil merupakan akad pembelian

barang denganipembayaran secara cicilan/angsuran. *°

Kontrak Ba i bitsaman ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab
klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (Al-salam). Namun lbnu
Qudamah menyatakan bahwa secara ijma’ jual beli secara bertangguh tidak
diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah
boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan
harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini
Rasulullah SAW bersabda :” dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang

dua jual beli dalam satu transaksi.”” (HR. Tirmidzi). Berdasarkan hadis

% Syahpawi, Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah dan llmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
Riau: 2009), 8
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diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi
dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika
penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000, -,
dan Rp 250.000,- secara tangguh, kontrak jual beli seperti ini tidak boleh,
karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini,
karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Namun ijma
ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan
berdasarkan keumuman jual beli di Al-qur’an, Oleh karena itu, jual beli
bertangguh adalah salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan
penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanguhan
pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan

pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.”

Kontrak Bai’ bitsaman ajil tidak dibahas-secara khusus dalam kitab
klasik, seperti jual~beli~bertangguh yang lain (Al-salam). Namun lbnu
Qudamah menyatakan bahwa secara ijma’ jual beli secara bertangguh tidak
diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah
boleh. Ijma ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh
dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan
dalam surat Al-bagarah 275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh
merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan penambahan

harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanguhan pembayaran

60 Syahpawi, Jurnal Hukum Islam, (Fakultas Syariah dan llmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
Riau: 2009), 9
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dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli)

menyetujui persyaratan kontrak tersebut.

B. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum
Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung
atau menghubungkan (ar-rabt).®* Sebagai suatu hukum Islam, ada beberapa
definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian): Menurut Pasal 262 Mursyid
al-Hairan, akad merupakan, “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu
pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada

objek akad Menurut segi etimologi, akad antara lain berarti:®
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“lkatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan
secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Menurut terminologi ulama figih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu

secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian Umum

S1Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih

Muamalat,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010),68

82Rachmat Syafe’], Figih Muamalah untk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum, (Bandung: CV. Pustaka

Setia, 2001),43



54

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hamper sama dengan
pengertian dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah,

dan Hanabilah, yaitu:
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“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginanya

sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya
membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

b. Pengfgrtian akad dalam arti khusus yang dikemukaan ulama figih, antara
lain:

,C
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“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-gabul berdasarkan ketentuan
syara’ yang berdampalk pada objeknya.

2. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan gbul.
Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang
terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah
pasti.®*Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun,

yaitu:

a. Orang yang berakad (aqgid),contoh: penjual dan pembeli.

%1hid,44.
%pid,45
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b. Sesuat yang diakadkan (maqud alaih), contoh: harga atau yang dihargakan.
c. Shighat, yaitu ijab dan gabul.

Definisi ijab dan gabul

Definisi ijab menurut Ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan
terntentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik
yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan gabul adalah orang
yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan

keridaan atas ucapan orang pertama.
3. Unsur-Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya

akad,yaitu:®®

o

Shighat Akad

b. Akad dengan Perbuatan

o

Akad dengan Isyarat

.

Akad dengan Tulisan

4. Syarat- Syarat Akad

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa macam syaratakad, yaitu syarta
terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, syarat kepastian

hukum(luzum).®®

a. Syarat Terjadinya Akad

%Ihid,46.
%bid,64.
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Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan secara

syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut,akad menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebgaian akad, dan tidak
disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara untuk
menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.
Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah
mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual-beli,
yaitu kebodohan, - paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur

kemudaratan, dan syarat-syarat jual beli.yang rusak«(fasid).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada da syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan.
Kepemilikan adalah sesatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas
beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesai dengan atran syara. Adapun
kekuasaan adalah kemampan seseorang dalam ber-tasharuf sesuai dengan
ketetapan syara, baik secara asli, yakni dilakkan oleh dirinya, maupun sebgai

penggantian (menjadi wakil seseorang).67DaIam hal ini, disyaratkan antara lain:

%Ipbid,65
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1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika
dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum (Luzum)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat luzum dalam jual-beli
adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual-beli, seperti khiyar syarat, khiyar

aib, dan lainnya. Jika luzum tampak, maka akan batal atau dikembalikan.
5. Dampak Akad
Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak yaitu khusus dan umum.®
a.. Dampak Khusus

Dampak Khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam
pelaksanaan suatu. akad atau maksud utama,dilaksanakannya suatu akad
seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah, dan

lain-lain.
b. Dampak Umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akan baik dari

segi hukum maupun hasil.

6. Macam-macam Akad

a. Akad Bernama dan Akad Tak Bernama

%bid,66.



58

Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya, akad

dibedakan menjadi akad bernama (al-ugud al-musamma) dan akad tidak

bernama (al-uqud gair al-musamma).

1) Akad Bernama

Yang dimaksud dengan akad bernama ialah akad yang sudah

ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum dan ditentukan pula
ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak
berlaku terhadap akad lain. Para fukaha tidak sepakat tentang jumlah
akad bernama, bahkan mereka pun tidak membuat penyusunan
sistematis tentang urut-urutan akad itu. Bila kita mengambil al-kasani
(w 587/1190) sebagai contoh dalam karya fikihnya, kita dapati akad
bernama itu meliputi, sebagai berikut: (I) sewa menyewa (al-ijarah),
(2) penempaan (al-istishna), (3) jual beli (al-bai); (4) penanggungan
(al-kafalah);(5).pemindahan utang-(al-hiwalah), (6) pemberian kuasa
(al-wakalah), (7) perdamaian (ash-shulh), (8) persekutuan (asy-
syirkah), (9) bagi hasil (al-mudharabah), (10) hibah (al-hibah), (II)
gadai (ar-rahn), 12) penggarapan tanah (al-muzara'ah), (13)
pemeliharaan tanaman (al-mu‘amalah/al-musagah), (14) penitipan (al-
wadiah), (15) pinjam pakai (al-'ariyah), (16) pembagian (al-gismah),
(17) wasiat-wasiat (al-washaya), (18) perutangan (al-gardh).”

2) Akad Tak Bernama

®bid,73.
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Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus
dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain,
akad tidak tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh
Pembuat Hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturan
tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan
umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak
sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat
akad tidak tertentu (tidak bernama) ini termasuk ke dalam apa yang
disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini
timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat
kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tidak
bernama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya. ”

b."Akad Pokok dan Akad Asesoir

Dilihat dari. kedudukannya akad dibedakan menjadi akad yang

pokok (al-aqd al-ashli) dan akad assesoir (al-aqd at-tab’i). Akad pokok
adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak tergantung
kepada suatu hal lain. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua akad
yang keberadaannya karena dirinya sendiri, seperti akad jual beli, sewa-
menyewa, penitipan, pinjam pakai, dan seterusnya.

Akad asesoir adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri
melainkan tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan

tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk ke dalam

Ibid 76.
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kategori ini adalah akad penanggungan( al-kafalah) dan akad gadai (ar-
rahn). Kedua akad itu merupakan perjanjian untuk menjamin, karena itu
keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada titik terhadap
akan jenis ini berlaku kaidah hukum Islam yang berbunyi "sesuatu yang
mengikut mengikut"(at-tabi‘tabi’). Artinya perjanjian asesoir ini yang
mengikut kepada perjanjian pokok hukumnya mengikuti perjanjian
pokok tersebut.
. Akad Bertempo dan Akad Tidak Bertempo

Dilihat dari segi unsur tempo di dalam akad, akad dapat dibagi
menjadi akad bertempo (al-'agd az-zamani) dan akad tidak bertempo (al-
aqd al-fauri). Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya unsur waktu
merupakan unsur asasi,'dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi
perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, -misalnya,-adalah akad sewa-
menyewa,qakad-penitipan, akad pinjam pakai, akad pemberian kuasa,
akad berlangganan majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Dalam akad
sewa-menyewa misalnya temasuk bagian dari isi perjanjian adalah
lamanya masa sewa yang ikut menentukan besar kecilnya nilai akad.
Tidaklah mungkin suatu akad sewa-menyewa terjadi tanpa adanya unsur
lamanya waktu dalam mana persewaan berlangsung.”

Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu lidak
merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad jual beli, misalnya, dapat

terjadi seketika tanpa perlu unsur tempo sebagai bagian dari akad

bid,77.
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tersebut, Bahkan apabila jual beli dilakukan dengan utang, sesungguhnya
unsur waktu tidak merupakan unsur esensial dan bila telah tiba waktu
pelaksanaan, maka pelaksanaan tersebut bersifat seketika dan pada saat

itu hapuslah akad kedua belah pihak.

. Akad Konsensual, Akad Formalistik dan Akad Riil

Dilihat dari segi formalitasnya, akan dibedakan menjadi akad
konsensual (al-aqd ar-radha’i) akan formalistic (al-aqd asy-syakli), dan
akad riil (al-aqd al-aini).” Dengan adanya konsensual dimaksudkan jenis
akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan pada kesepakatan para
pihak tanpa diperlukan formalitas formalitas tertentu. Meski kadang
dipersyaratkan adanya formalitas tertentu seperti harus tertulis hal
tersebut tidak menghalangi keabsahan akad tersebut.dan tetap dianggap
sebagai akad konsensual. Tulisan hanyalahsuatu syarat yang diperlukan
untuk pembuktian. Kebanyakan angkat dalam hukum Islam adalah akad
konsensual seperti jual beli sewa menyewa utang piutang dan seterusnya.

Akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat syarat
formalitas yang ditentukan oleh pembuat hukum di mana apabila syarat-
syarat itu tidak terpenuhi akad tidak sah. Contohnya adalah akad di luar
lapangan hukum harta kekayaan yaitu akad nikah di mana diantara
formalitas yang diisyaratkan adalah kehadiran dan kesaksian 2 orang

saksi.

2|pid,78.
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Akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya
penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan
belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima
macam akad yang termasuk dalam kategori jenis akad ini yaitu hibah
pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.

. Akad Masyru dan Akad Terlarang

Dilihat dari segi dilarang atau tidak dilarang oleh syara akad
dibedakan menjadi dua yaitu akad masyru dan akad terlarang.” Akad
masyru adalah akad yang dibenarkan oleh syara untuk dibuat dan tidak
ada larangan untuk menutup nya seperti akad-akad yang sudah dikenal
luas semisal jual-beli, sewa-menyewa, mudharabah dan sebagainya.
Sedangkan akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syara untuk
dibuat seperti akad jual beli janin, akad donasi harta.anak dibawah umur
akad yang"bertentangan dengan_.akhlakulslam atau kesusilaan dan
ketertiban umum seperti sewa-menyewa untuk melakukan kejahatan,
akad nikah mut'ah.

. Akad yang Sah dan Akad Tidak Sah

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akan dibedakan menjadi akad
sah dan tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan
Syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan sedangkan akad tidak
sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang

ditentukan oleh syara. Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah

“Ibid,79.
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hanya pada penekanan saja dimana akad terlarang terdapat dalil dalil
syariah yang melarang. Semua akad terlarang pastilah tidak sah
sementara itu, akad tidak sah penekanannya adalah pada tidak

terpenuhinya rukun syarat akad.

. Akad Mengikat dan Akad Tidak Mengikat

Akad mengikat (al-agd al-lazim) adalah akad di mana apabila
seluruh rukun dan syarat yang telah terpenuhi, maka akad itu mengikat
secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkan nya
tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dapat dibedakan menjadi dua
macam lagi yaitu: pertama, akan mengikat kedua belah pihak seperti
akad jual beli sewa menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad
jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual
beli tanpapersetujuan pihak lain. Kedua; akan mengikat satu pihak yaitu
akan di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa
persetujuan pihak lain akan tetapi pihak lain dapat membatalkan nya
tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad kafalah atau
penanggungan dan gadai (ar ahan). Kedua akad ini mengikat terhadap
penanggung dan penggadai dimana keduanya tidak dapat membatalkan
nya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan dan gadai
diberikan.

Adapun akan tidak mengikat adalah akad pada masing-masing

pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain.Akad
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tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: (1) akad
yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk di fasakh),
seperti akad wakalah (pemberi kuasa),akad penitipan (wadiah),
persekutuan (syirkah), akad ‘ariah (pinjam pakai), dan akad yang tidak

mengikat karena didalamnya terdapat khiyar bagi para pihak.

. Akad Nafiz dan Akad Mauquf

Akad nafiz adalah akad yang bebas dari setiap faktor yang
menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Dengan kata
lain, akad nafiz adalah akad y ang tercipta secara sah dan langsung
menimbulkan akibat hukum sejak saat terjadinya. Akad maukuf,
kebalikan dari akad nafiz, adalah akad yang tidak dapat secara langsung
dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah,
melainkan masih tergantung (maukuf) kepada adanya ratifikasi (ijazah)
dari pihakeberkepentingan. Misalnya;rakad,anak mumayiz (berusia 7-
dewasa) yang tergantung kepada ratifikasi walinya dalam hal ia
melakukan akad yang bersifat timbal balik, akad orang dipaksa yang
tergantung kepada ratifikasi yang bersangkutan setelah hilangnya
paksaan, akad penerima kuasa yang rnelarnpaui batas pemberian kuasa
yang tergantung kepada ratifikasi pemberi kuasa, atau akacl pelaku tanpa
kewenangan (fuduli) yang tergantungan kepada ratifikasi pihak yang
berhak.™

Akad Tanggungan, Akad Kepercayaan dan Akad Bersifat Ganda

"Ipid,81.
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Ada tanggungan (aqd adh- dhaman) adalah akad yang mengalihkan tang-
gungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan
sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut sehingga kerusakan
barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam
tanggungan sekalipun sebagai akibat keadaan memaksa. Akad
kepercayaan (agd al-amanah) adalah akad di mana barang yang
dialihkan melalui akad tersebut merupakan amanah di tangan penerima
barang tersebut sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas
barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan
hukum. Termasuk jenis ini adalah akad penitipan peminjaman
perwakilan atau pemberian kuasa.”

Sedangkan akan:.bersifat ganda adalah akad<“dan di satu sisi
merupakan akad tanggungan, tetapi sisi lain merupakan akan amanah
atau kepereayaan..Misalnya akad sewa=menyewa dimana barang yang di
sewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain
manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga
apabila ia membiarkan barang yang disewanya setelah diterima tanpa ia
manfaatkan, maka manfaat barang yang tidak dinikmati nya adalah atas
tanggungannya. la wajib membayar uang sewa kepada orang yang
menyewakan.

Akad Muwadah, Akad Tabaru dan Akad Muawadah dan Tabaru

Sekaligus
Akad atas beban atau akad mu'awadah (aqd al-muwadhah) adalah akad

Ibid,82.
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atas beban atau akad mu'awadah (aqd al-muwadhah) adalah akad di
mana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak
menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikan-nya. Misalnya
akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian atas benda, dan semacamnya.
Akad cuma-cuma atau akad tabarru (akad donasi) adalah akad di mana
prestasi hanya dari salah satu pihak, seperti akad hibah dan pinjam pakai.

Akad atas beban dan cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya
merupakan akad cuma-cuma namun pada akhirnya menjadi akad atas
beban. Misalnya akad peminjaman dimana pemberi pinjaman pada
mulanya membantu orang yang diberi pinjaman, dan akad penanggungan
di mana penanggung pada awalnya membantu orang yang ditanggungnya
secara cuma-cuma akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih
kembali pinjamannya dan penanggung menagih kembali jumlah yang di
tanggungannya-terhadap tertanggung;maka akan menjadi akad atas
beban. Atas dasar itu terhadap, akad jenis ini diberlakukan ketentuan
ketentuan akad cuma-cuma pada awalnya, kemudian diberlakukan
ketentuan akan atas beban titik pada akar-akar tersebut diberlakukan
syarat-syarat melakukan tabarru atau donasi , sehingga penanggungan
oleh anak di bawah umur namun telah mumyayiz, tidak sah. Sedangkan
pada hibah dengan imbalan diberlakukan ketentuan jual-beli terhadap

imbalan hibah yaitu adanya hak pengembalian apabila barang imbalan
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hibah itu cacat atau diberlakukan ketentuan syuf’ah apabila barang
imbalan hibah itu berupa benda tidak bergerak.”
. Akad Sende (Bai’ul Uhdah)

Perjanjian didalam praktik sende disesuaikan dengan kesepakatan
yang telah disetujui bersama antara kedua belah pihak. Biasanya dalam
perjanjian yang telah disepakati adalah selama 2 tahun atau tergantung
kesepakatan kedua belah pihak. Ketika uang yang dipinjam sudah
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memiliki
sisa didalamnya, maka sisa tersebut akan di jadikan modal untuk
membuka usaha baru. Hal ini menandakan adanya pemberdayaan
perekonomian masyarakat dalam pelaksanaan praktik sende. Tata cara
penebusan adalah dengan mengembalikan uang yang dipinjam sesuai
dengan jumlah uang yang dipinjam di awal tanpa ada pengurangan atau
penambahan jumlah uang. Selama-berpuluh-puluh tahun masyarakat
setempat tidak ada yang merasakan hal-hal negatif, seperti sengketa
tanah atau yang lain selama melakukan praktik yang berasaskan
kekeluargaan ini. Jual beli Sende tersebut hukumnya sah. Asal perjanjian
tersebut tidak dalam akad atau tidak di dalam majelis khiyar, dan bagi
pembeli wajib menepati janji dan jual beli tersebut namanya “Bai’ul
Uhdah” (jual beli dengan janji).

Dijelsakan dalam kitab Tarsyih al-Mustafidin sebagai berikut

Ibid,83.
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“Ketahunah' Bahwa jual beli bertempo yang terkenal di
Hadramaut dan populer di Makkah dengan sebutan bai al-nas, bai ’
uddah wa amanah adalah saj jika berlangsung dari muthlaq al-tasharruf
(orang..yang “boleh membelanjakan ~hartanya.~secara mutlak) dan
perjanjian tersebut tidak disebutkan dalam akad setelahnya, yakni dalam
masa khiyar”.

Bentuknya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fatawa Ibnu
Hajar, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sepakat untuk menjual
sesuatu, dengan catatan jika si penjual kelak datang kembali dengan
(membawa uang) senilai barang yang telah dijualnya, maka si pembeli
harus mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang
penjualan semua. Kemudian keduanya melakukan transaksi tanpa
mensyaratkan (penjualan kembali barang yang sudah dijual tersebut

kepada si penjual) pada waktu akad jika kesepakatan itu terjadi di luar

akad, maka si pembeli harus menepati kesanggupan dan janjinya, dan
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ketika si penjual memberikan kepada si pembeli nilai harga pada waktu
yang disyaratkan, maka si pembeli harus membatalkan akad jual belinya
dan menerima harga (uang dari si penjual).’’

Praktik sende jika ditinjau kedalam tujuan hukum syariat, telah
masuk kedalam terpeliharanya harta dalam tingkatan hajiyat. Karena
dilakukkannya praktik sende oleh masyarakat setempat, supaya terpenuhi
kebutuhan hidupnya dan dapat memberikan suntikan modal tambahan
untuk membuka usaha baru. Praktik tersebut bukanlah solusi yang
mutlak untuk dilakukan, namun apabila masyarakat setempat dalam
keadaan terdesak tidak segera melakukan praktik tersebut, maka akan
mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan
kesulitan dalam kestabilan< perekonomiannya. ‘Merujuk kepada
pernyataan tersebut, maka praktik sende masuk kedalam tingkat hajiyat.
Selain itugtjika-merujuk kepada beberapa kaidah ushul figh maka
kegiatan praktik sende telah sesuai dengan syariat. Beberapa kaidah
ushul figh tersebut adalah :

a. Al ‘Adah Al Muhakkamah
Praktik sende yang sudah mendarah daging, menjadikan praktik
tersebut solusi pembiayaan yang digemari oleh masyarakat setmpat.
Masyarakat melakukan praktik tersebut sudah sejak nenek moyang

mereka dan termasuk kedalam fenomena baru karena pada zaman

" Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-1 Di Surabaya Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1345
H./21 Oktober 1926 M
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Rosulullah SAW belum ada. Maka cara untuk menghukumi praktik
tersebut harus dilandasi dengan kaidah ushul figh klasik. Tinjau
kaidah ushul figh yang dapat menjadi rujukan adalah Al ‘Adah Al
Muhakkamah atau adat kebiasaan yang dapat menjadi hukum.
Berdasarkan kaidah tersebut, yang dimaksud dengan al-‘adah adalah
segala perbuatan yang bersifat istimrar (berkelanjutan) dan istigrar
(terus menerus).
. Al-hukmu Yataghayyaru bi Taghayyuril Azminah wal Amkinah wal
Ahwal wal ‘Adah

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan selagi
belum ada dalil yang melarang. Segala kegiatan bermuamalah jika
tidak berkaitan' " langsung dengan kegiatan “ubudiyah maka
diperbolehkan dengan adanya perubahan didalamnya menyesuaikan
perubahan sesial Hukum yang tercipta karena penyesuaian perubahan
sosial ada dalam kaidah al-hukmu yataghayyaru bi taghayyuril
azminah wal amkinah wal ahwal wal ‘adah atau hukum dapat
dipertimbangkan dengan adanya perubahan waktu, tempat, kondisi
dan adat. Hal tersebut memilik artian bahwa dalam menentukan
hukum bermuamalah dapat mempergunakan nalar. Bermuamalah
dapat dirasionalisasikan jika didalamnya memiliki maslahah
kehidupan bermasyarakat. Adanya larangan karena tidak adanya
kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Begitu pun sebaliknya,

penentuan hukum dapat dipertimbangkan menjadi boleh jika
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didalmnya terdapat kemaslahatan guna kehidupan berkelanjutan.

Praktik sende tidak hanya dapat ditinjau dari magashid syariah dan

kaidah hokum ushul figh, namun juga dapat dilihat hal-hal postif yang

terkandung didalamnya contohnya yakni :

1) Saling tolong menolong Tolong menolong sangat dianjurkan oleh
Islam, hal ini dipertegas dengan adanya dalil yang mengandung
unsur saling tolong menolong. Terdapat pada Quran Surat Al-

Maidah ayat 2 yang berbunyi :

o o

A JE 135565 V5 € 6;%—3‘);&5‘&9
il Bz A5 diaihes u\jwj

“Dan bersikaplah tolong-menolong kamu . sekalian dalam
kebajikan dan ketagwaan, dan janganlah kalian telong menolong
dalam dosa dan permusuhan. Dan bertagwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah sangat pedih siksaNya.”

Berdasarkan ayat diatas, setiap umat Islam diserukan untuk
saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan ketaqwaan.
Praktik sende dalam hal ini telah menjunjung tinggi rasa saling
tolong menolong antar sesama, dan praktik ini juga berasaskan
kekeluargaan. Tolong menolong telah berbanding lurus dengan
konsep solidaritas yang digaungkan oleh Ibnu Khaldun dengan
nama As-Sabiyyah atau kesukuan. As-Sabiyyah adalah sebuah
kekuatan dan pengaruh suku ataupun keluarga berdasarkan

kesamaan dalam iman khusunya. Syariat Islam dalam As-

Sabiyyah memiliki pengaruh guna memperkokoh suatu negara.
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Bentuk solidaritas yang di gagas didalamnya berbentuk sikap
saling tolong menolong, membela sesama suku atau keluarga
dalam berbagai aspek kehidupan (Enan Muhammad, 2013:134).
2) Tidak memiliki unsur bathil Selama penelitian, tidak ada hal-hal
merugikan atau negatif dalam praktik sende yang ditemukan.

Praktik sende tidak memiliki unsur kebathilan.

7. Akhir Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa

adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan).

Akad habis dengan pembatalan

Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada
masa khiyar,terkadang. dikaitkan pada .masawyang akan datang seperti
pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati

selama 5 bulan tetapi sebelum sampai 5 bulan telah dibatalkan.

Pada akad ghair lazim,yang kedua pihak dapat membatalkan akad,
pembatalan ini sangat jelas seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-
lain, atau yang ghair lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya,
seperti gadai. Orang yang menerima gadai di bolehkah membatalkan akad
walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang.Adapun

pembatalan pada akad lazim terdapat dalam beberapa hal berikut:

a. Ketika akad rusak.
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b.  Adanya khiyar.
c.  Pembatalan akad.
d.  Tidak mungkin melaksanakan akad dan berakhirnya akad.

8. Wanprestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, juga ditegaskan bahwa
wanprestasi hanya dapat terjadi setelah terlebih dahulu terdapat perjanjian yang
telah disepakati para pihak. Dari pemahaman ini, maka tanpa adanya
perjanjian, tidak akan ada wanprestasi. Dalam perjanjian yang dibuat secara
notariil ataupun telah melalui proses penyusunan secara benar oleh para ahli
penyusun kontrak, pada umumnya telah dicantumkan ketentuan-ketentuan
mengenai kemungkinan timbulnya wanprestasi, diantaranya mengenai jangka
waktu (tenggang waktu), kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi dan
sanksi yang—harus diterima apabila terjadi wanprestasi tersebut. Dengan
demikian, maka Jika“dalam perjanjian itu telah ditentukan jangka waktu
pemenuhan perjanjian dan pihak yang berkewajiban tidak juga memenuhi

kewajibannya pada waktu tersebut, maka pihak tersebut telah wanprestasi.”

Namun apabila dalam suatu perjanjian yang telah disepakati, ternyata tidak
terdapat pengaturan tentang jangka waktu tertentu mengenai kapan salah satu
pihak dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu
tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitor, harus ada

pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor tersebut tentang kelalaiannya

78 Nyoman Samel Kurniawan, Konsep Wanprestasi Dalam Hukum Perjanjian Dan Konsep Utang

Dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Kepailitan), 2013,
https://ojs.unud.ac.id,10
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atau wanprestasi, melalui pemberitahuan secara resmi atau somasi. Dengan
demikian pada dasarnya konsep wanprestasi adalah suatu tindakan
penyimpangan oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam keadaan yang
tidak memaksa, dari apa yang sebelumnya telah diperjanjikan dan disepakati
dalam perjanjian yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian pada pihak
lawan. Wanprestasi hanya dapat terjadi dalam proses pelaksanaan setelah
sebuah perjanjian dinyatakan telah disepakati secara sah. Konsep wanprestasi
ini diatur demi melindungi para pihak dalam perjanjian, khususnya pada saat

pelaksanaan.
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